Pemprov Sultra Rayakan
Harvetnas dan HUT RI ke-80
dengan Launching Pembagian
Bendera Merah Putih

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar
Upacara Peringatan Hari Veteran Nasional (Harvetnas) yang dirangkaikan
dengan Launching Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 di
Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (11/8/2025). Upacara dipimpin Staf Ahli
Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik yang juga Pelaksana Harian (Plh)
Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, La Ode Fasikin, mewakili Gubernur Sultra.

Acara ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra,
anggota DPRD Sultra, para asisten Sekda, kepala perangkat daerah dan biro
lingkup Pemprov Sultra, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sultra,
serta para anggota LVRI Provinsi Sultra.

Dalam sambutannya, La Ode Fasikin membacakan pesan Ketua Dewan Pimpinan
Pusat LVRI, Letjen TNI (Purn) HBL Mantiri, yang menegaskan bahwa Harvetnas
merupakan penghargaan negara bagi para pejuang yang merebut kembali
kedaulatan NKRI melalui peristiwa Penghentian Pertempuran Empat Hari pada
7-10 Agustus 1949 di Kota Surakarta, yang dipimpin Letkol Ignatius Slamet
Riyadi. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan Indonesia dan memukul
mundur pasukan Belanda.

“Mulai hari ini kamu-kamu para pejuang saya namakan veteran,” kata Presiden
Soekarno saat itu, yang kemudian menegaskan pada 1965 bahwa 10 Agustus
menjadi Hari Veteran Nasional. Gelar veteran menjadi simbol penghormatan
rakyat kepada pejuang revolusi fisik.

Tahun ini, Harvetnas mengangkat tema “Veteran Mengabdi Tanpa Batas,
Berjuang Sepanjang Masa” yang merefleksikan peran veteran di luar medan
tempur: menjaga nilai kebangsaan, menanamkan semangat juang kepada
generasi muda, dan menjadi penopang moral kehidupan berbangsa. Ketua DPP
LVRI mengajak masyarakat mewarisi nilai perjuangan 1945 seperti cinta tanah
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air, pantang menyerah, setia kawan, rela berkorban, dan percaya diri, serta
mewaspadai pengaruh negatif yang mengancam persatuan.

Usai membacakan pesan Ketua DPP LVRI, Plh Sekda melanjutkan sambutan
Gubernur Sultra yang menegaskan bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan
Launching Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih untuk menyambut HUT
ke-80 RIL.

“Bendera Merah Putih bukan sekadar simbol negara, tetapi lambang persatuan
dan kesatuan bangsa. Gerakan ini diharapkan membangkitkan kesadaran
nasional, semangat kebangsaan, dan patriotisme,” kata La Ode Fasikin saat
membacakan sambutan Gubernur.

Gubernur mengajak seluruh lapisan masyarakat menyambut HUT ke-80 RI
dengan semarak. “Mari gelorakan semangat kemerdekaan di dalam jiwa Kkita
masing-masing dan mengisinya dengan hal-hal positif,” ujarnya.

Launching gerakan ini ditandai penyerahan bendera secara simbolis kepada
anggota Paskibraka Sultra 2025 oleh Plh Sekda didampingi Forkopimda, Kepala
Badan Kesbangpol Sultra, dan Ketua LVRI Sultra. Acara ditutup dengan pekikan
yel-yel “Dirgahayu Republik Indonesia” dan “Dirgahayu Hari Veteran Nasional”
oleh seluruh peserta sebagai ungkapan cinta tanah air dan penghormatan kepada
para pejuang.

Sultra Dukung Penuh Koperasi
Merah Putih, Siapkan 328 Pegawai
P3K

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung operasionalisasi Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi
Sumangerukka, menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan
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Operasionalisasi Koperasi Merah Putih di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat
(8/8/2025).

Rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
ini dihadiri para gubernur dari berbagai provinsi, sejumlah menteri Kabinet
Merah Putih, wakil menteri, serta pejabat tinggi lintas kementerian. Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri
Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB turut hadir memberikan arahan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, konsolidasi semacam ini penting
dilakukan secara berjenjang. “Jangan hanya di pusat, tetapi harus menyentuh
hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian memaparkan
perkembangan regulasi pembentukan koperasi merah putih. Ia menegaskan,
surat keputusan percepatan pembentukan koperasi sudah dalam tahap finalisasi
agar bisa segera diimplementasikan di seluruh daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa Sultra telah menuntaskan
seluruh regulasi yang diperlukan, baik melalui surat keputusan maupun
peraturan gubernur. “Kami sudah merampungkan semua aturan untuk
mendukung koperasi merah putih. Sekarang tinggal mendorong pelaksanaan di
lapangan,” katanya.

Sebagai wujud dukungan nyata, Pemprov Sultra menyiapkan 232 tenaga Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di berbagai dinas terkait. Selain itu,
ada 96 tenaga P3K yang ditempatkan di 17 kabupaten/kota untuk memperkuat
operasional koperasi. Menurut Gubernur Andi, langkah ini akan mempercepat
pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai instrumen strategis
untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, memperkuat kedaulatan pangan, dan
meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan sinergi pemerintah pusat dan
daerah, diharapkan model koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal
yang mandiri dan berkelanjutan.

Para kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut sepakat untuk memperkuat
koordinasi lintas sektor, memastikan dukungan anggaran, serta mengawal proses



pendampingan dan edukasi bagi pengelola koperasi di lapangan. Dukungan
sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci agar koperasi ini tidak
sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak pada peningkatan
pendapatan masyarakat.

Bagi Sultra, langkah ini bukan hanya soal memenuhi target nasional, tetapi juga
bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis potensi lokal. Melalui jaringan
koperasi, hasil pertanian, perikanan, dan produk unggulan desa diharapkan bisa
terserap pasar lebih cepat dengan harga yang lebih menguntungkan bagi petani
dan nelayan.

Dengan regulasi yang telah siap, dukungan tenaga lapangan, dan komitmen
politik dari pimpinan daerah, Sultra optimistis menjadi salah satu provinsi
terdepan dalam mengimplementasikan program Koperasi Merah Putih secara
efektif.

Gubernur Sultra Buka Sosialisasi
Perpres 46/2025 dan Teken
Kontrak Payung Konsolidasi

Kendari, sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn)
Andi Sumangerukka secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang digelar
di Hotel Claro Kendari, Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini turut dirangkaikan
dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas
Harian (PDH) dan Alat Tulis Kantor (ATK) lingkup Pemprov Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa
bukan sekadar soal transaksi pembelian, tetapi sebuah proses menyeluruh yang
dimulai dari perencanaan hingga serah terima hasil. “Pengadaan bukan hanya
soal membeli barang atau jasa. la merupakan proses panjang mulai dari
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identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak,
hingga serah terima hasil pekerjaan,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.

Ia menegaskan, pengadaan yang efektif bukan hanya berorientasi pada harga
termurah, namun harus mempertimbangkan prinsip value for money. “Kita bicara
soal keseimbangan antara biaya, kualitas, dan manfaat. Jadi tidak bisa hanya
berpatokan pada siapa yang paling murah,” tegasnya.

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi untuk
PDH dan ATK yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Dalam kontrak tersebut,
setiap produk akan memiliki satu harga satu produk yang tercantum di Katalog
Elektronik Provinsi Sultra, sebagai upaya mendorong efisiensi sekaligus
transparansi dalam pengadaan.

Tak hanya itu, Pemprov Sultra juga meluncurkan interkoneksi pembayaran
Katalog Versi 6 melalui Bank Sultra. Gubernur menjelaskan, skema pembayaran
ini tidak membebani penyedia jasa dengan biaya transaksi. “0 rupiah. Ini bentuk
dukungan pemerintah terhadap penyedia lokal. Kita ingin ciptakan ekosistem
pengadaan yang adil dan ramah,” ucapnya.

Dalam arahannya, Gubernur Sumangerukka juga mengingatkan bahwa regulasi
bukanlah hambatan, melainkan pedoman yang harus dipatuhi. “Jangan melihat
aturan sebagai penghalang. Justru aturan hadir untuk memastikan proses
berjalan sesuai hukum,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, zona integritas tidak cukup ditentukan oleh gedung atau institusi,
tetapi dimulai dari sikap pribadi. “Kalau orangnya berintegritas, maka di mana
pun dia berada akan menjadi zona integritas. Ini bukan sekadar label di dinding
kantor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa perbaikan dalam sistem pengadaan
harus dimulai sejak awal, bukan ketika kesalahan telah terjadi. “Kalau rotan
sudah jadi kursi, tidak bisa dikembalikan ke bentuk asal. Maka jangan biarkan
kesalahan dimulai sejak perencanaan,” tuturnya dengan perumpamaan yang
mudah dipahami.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta dari berbagai unit
kerja pemerintah se-Sultra untuk mengikuti sosialisasi ini secara serius. Ia



berharap, pemahaman mendalam terhadap perubahan regulasi ini bisa
memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang
transparan, efisien, dan berintegritas. “Dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara
resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya menandai dimulainya kegiatan secara
resmi.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, para
kepala OPD Pemprov Sultra, Direktur Kebijakan Pengadaan LKPP, serta para
Kepala UKPB] dari kabupaten dan kota se-Sultra. Turut hadir pula para penyedia
jasa dan mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan pengadaan berbasis
katalog elektronik di daerah.

Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam menyelaraskan pemahaman
serta praktik pengadaan yang lebih modern dan akuntabel di lingkup
pemerintahan daerah, sejalan dengan upaya mewujudkan Sulawesi Tenggara
yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.

Sultra Dorong Investasi
Berkelanjutan demi Kesejahteraan
Rakyat

Kendari, sultranet.com - Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi
Sumangerukka menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mendorong
investasi berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini
disampaikan saat membuka Sultra Investment Summit 2025 yang digelar Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra
di Hotel Plaza Inn Kendari, Selasa, 24 Juni 2025.

Kegiatan ini menjadi wadah dialog strategis antara pemerintah, pelaku usaha,
dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem investasi yang
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inklusif dan bertanggung jawab. Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi
Sultra, jajaran Forkopimda, perwakilan perbankan, Kepala BPS, Kepala KPP
Pratama Kendari, serta pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa
potensi alam Sulawesi Tenggara sangat besar, namun saat ini ketergantungan
terhadap dana transfer pusat masih mencapai 65 persen.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada fiskal pusat. Untuk membangun Sultra
yang sejahtera, saya butuh dukungan semua pihak, terutama para investor. Saya
tidak bisa sendirian,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, hingga triwulan I tahun 2025, realisasi investasi baru
mencapai Rp4,46 triliun atau 34 persen dari target tahunan sebesar Rp13,28
triliun. Untuk itu, ia mendorong agar potensi di sektor pertambangan, pertanian,
perikanan, pariwisata, dan jasa dapat dioptimalkan dengan pendekatan
kolaboratif dan strategis.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan komitmen kewajiban
oleh sejumlah perusahaan yang berinvestasi di Sultra, di antaranya PT Ifish Deco,
PT Tiran Indonesia, PT Aneka Usaha Kolaha, PT Bumi Karya Utama, PT Gerbang
Multisejahtera, dan PT Sulawesi Cahaya Mineral. Penandatanganan ini sebagai
bentuk kesediaan perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah
melalui investasi yang bertanggung jawab.

Gubernur juga mengingatkan lima kewajiban utama yang harus dipenuhi
perusahaan, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewajiban tersebut antara lain
penggunaan plat nomor kendaraan Sultra, pembayaran pajak kendaraan dan bea
balik nama, pembelian BBM dari distributor resmi, penyampaian data
penggunaan air permukaan, serta pengalokasian dana CSR untuk masyarakat
sekitar wilayah usaha.

“Saya tidak minta lebih, saya hanya minta para pelaku usaha penuhi kewajiban.
Banyak yang di awal berkomitmen, tapi di tengah jalan tidak konsekuen. Ini yang
harus diubah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran birokrasi dalam mendukung investasi.



Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak
mempersulit proses pelayanan kepada investor.

“Kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Kalau bisa dipermudah, kenapa
dipersulit? Kita harus menjadi fasilitator, bukan penghambat. Investasi yang sehat
akan berdampak langsung pada ekonomi rakyat,” ujarnya.

Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, Gubernur juga mengingatkan
para pelaku usaha agar menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) semester I tahun 2025 melalui aplikasi LKPM Online, yang dibuka mulai
10 hingga 17 Juli mendatang.

Menutup kegiatan pembukaan, Gubernur bersama Ketua DPRD Sultra, Kepala
DPMPTSP, dan Forkopimda menekan tombol sirine sebagai simbol peluncuran
Same Day Service Tanpa Pungli, sebuah layanan cepat dan transparan untuk
investor. Peluncuran ini diharapkan menjadi langkah konkret membangun iklim
investasi yang bersih dan ramah investor.

“Kita tidak ingin Sultra hanya jadi tempat seremoni. Harus ada kesadaran kolektif
dan kerja nyata agar daerah ini benar-benar menjadi gerbang investasi timur
Indonesia,” ucap Gubernur Andi Sumangerukka menutup sambutannya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Sultra sebagai rumah besar
investasi yang menjunjung keberlanjutan dan berdampak langsung bagi
kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor
Pengendalian Inflasi dan Libur
Sekolah Aman 2025

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang
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dirangkaikan dengan sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata tentang
penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah.
Rakor ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
(Kemendagri RI) secara hybrid pada Senin, 23 Juni 2025.

Pemprov Sultra mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Biro
Perekonomian Setda Sultra di Kendari. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi
dari berbagai kementerian dan lembaga.

Turut hadir secara virtual, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Deputi
Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Deputi Statistik
Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, serta sejumlah pejabat dari Bappenas dan
Kementerian Pertanian.

Sementara itu, mewakili Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Sultra, Asisten
II Setda, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis
Perdagangan dan Perindustrian, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat
dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa Rakor kali ini
menitikberatkan pada dua hal penting: pengendalian inflasi serta kesiapan daerah
dalam menyambut masa libur sekolah yang berpotensi meningkatkan mobilitas
masyarakat.

“Inflasi bukan hanya sekadar angka statistik. Ketika harga naik, masyarakat
langsung merasakannya. Oleh karena itu, daerah dengan Indeks Perkembangan
Harga (IPH) tinggi harus bekerja ekstra keras untuk menekan lonjakan harga,”
ujar Tomsi.

[a menyoroti Kabupaten Bombana dan Buton sebagai dua wilayah di Sultra yang
masuk lima besar IPH tertinggi nasional pada pekan keempat Juni 2025, masing-
masing 3,77 persen dan 2,87 persen.

Adapun data inflasi nasional year-on-year (yoy) per Mei 2025 mencatat Papua
Pegunungan sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 5,75 persen, disusul
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta. Hanya Papua Pegunungan
yang inflasinya melampaui target nasional.



Pada sesi sosialisasi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau
pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata untuk meningkatkan kesiapan
menghadapi libur sekolah, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan
pengunjung.

“Libur sekolah adalah momen lonjakan wisatawan. Ini peluang ekonomi yang
besar, tapi juga penuh risiko. Pemerintah daerah harus siaga agar wisata tetap
aman dan berkesan,” kata Menteri Pariwisata.

Ia menegaskan, SE Nomor SE/3/HK.01.03/MP/2025 mengatur tujuh langkah
strategis bagi pengelola destinasi wisata dan pemerintah daerah, antara lain
penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment
Sustainability), pelaksanaan standar usaha pariwisata berbasis risiko, serta
penyediaan rest area bagi pengemudi di sekitar destinasi wisata.

Selain itu, disarankan pula peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan SOP
pariwisata, jaminan transportasi aman, serta pengawasan ketat pada lokasi
wisata yang berpotensi padat pengunjung.

“Semua pihak harus bergerak bersama, dari pusat hingga daerah, agar wisata
kita benar-benar ramah keluarga dan anak-anak, tanpa mengabaikan aspek
keselamatan,” tegasnya.

Rakor ini menjadi upaya konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga
kebutuhan pokok sekaligus menciptakan pengalaman wisata yang positif selama
musim libur. Kolaborasi antarinstansi diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan
permintaan dan mobilitas yang biasanya terjadi saat liburan berlangsung.

Bagi Pemprov Sultra, keikutsertaan dalam Rakor ini menjadi momentum strategis
untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus menyiapkan sektor
pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
berkelanjutan.




Pemprov Sultra Ikuti Rakor
Inflasi, Fokus Stabilkan Harga dan
Kawal Program Nasional

Kendari sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang
digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Kegiatan yang
berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025 itu dipusatkan di Ruang Rapat Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, dan menjadi bagian penting
dari upaya pemerintah menjaga kestabilan harga serta mempercepat pelaksanaan
program prioritas nasional.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir,
dan turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga seperti Badan Pusat
Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Kantor
Staf Presiden (KSP). Hadir pula para narasumber yang memaparkan strategi dan
data terkini, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji
Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan
dari Kementan dan KSP.

Dari Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, serta
perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD
teknis turut berpartisipasi dalam rapat yang berlangsung interaktif itu.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran strategis
pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang dan setelah
momen besar seperti hari raya keagamaan. Ia juga meminta agar seluruh kepala
daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program-program
prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden RI.

“Kami mohon atensinya. Ini program prioritas Bapak Presiden dan memiliki
konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Kita akan
undang secara khusus kepala daerah yang belum mengusulkan untuk
mempertanggungjawabkannya,” ujar Tomsi tegas.

Beberapa program nasional yang menjadi sorotan dalam rakor ini antara lain
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penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna
mendukung penurunan angka stunting, percepatan pembangunan tiga juta rumah
layak huni, pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan
UMKM, serta pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Tomsi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sedang memfokuskan
langkah konkret untuk menurunkan harga komoditas utama yang belakangan
mengalami lonjakan, seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit.
Namun, ia menyebut harga telur dan daging ayam ras masih dalam kategori
wajar.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini mengungkapkan tren inflasi nasional
selama momen Idul Adha dalam kurun 2021 hingga 2024. Menurutnya, inflasi
saat Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri,
kecuali pada tahun 2022.

“Komoditas yang dominan memicu inflasi saat Idul Adha adalah cabai merah dan
cabai rawit. Data Indeks Perkembangan Harga minggu kedua Juni 2025
menunjukkan ada 14 provinsi yang mengalami kenaikan, 1 provinsi stabil, dan 23
provinsi mengalami penurunan,” paparnya.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada Mei 2025, beberapa komoditas yang
paling berpengaruh terhadap inflasi di antaranya adalah tomat, beras, dan
ketimun. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi daerah untuk menentukan
langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran.

Rakor ini bukan hanya soal pengendalian harga, tetapi juga menjadi panggung
untuk mempercepat realisasi agenda-agenda strategis pemerintah pusat.
Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci
untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, terutama dalam
situasi ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Bagi Pemprov Sultra, rakor ini menjadi kesempatan memperkuat koordinasi,
menyusun langkah taktis menghadapi tantangan inflasi, serta memastikan
program-program nasional bisa dijalankan secara konkret dan terukur di daerah.



Pemprov Sultra Komit Jaga Inflasi
dan Stabilitas Pangan

Kendari, sultraner.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga
pangan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang
digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 4 Juni
2025.

Rapat rutin mingguan ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri,
Tomsi Tohir, dan menghadirkan sejumlah pejabat penting dari berbagai
kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur
Statistik Harga BPS, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian
Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II
Setda, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas ESDM, perwakilan Kadin, Bank
Indonesia serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan
program prioritas nasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penguatan
daya beli masyarakat.

“Pemda diminta siapkan minimal tiga lokasi dapur umum untuk program Makan
Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Lahannya bisa dari
aset pemda maupun desa,” jelas Tomsi.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Peraturan Kepala
Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk
mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
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Tomsi turut menyoroti pendirian Koperasi Merah Putih yang harus memiliki
legalitas notaris agar dapat berpartisipasi dalam program bantuan. “Launching
nasional koperasi ini dijadwalkan 12 Juli. Koperasi tanpa akta notaris tidak akan
diakui,” tegasnya.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga
BPS, Windhiarso Ponco Adi P., melaporkan deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025.
Inflasi tahunan pun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, dan hanya tujuh provinsi yang
mengalami inflasi. Faktor utama perubahan harga antara lain kenaikan harga
bawang merah, realisasi impor bawang putih yang masih rendah, serta tren
kenaikan harga emas dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyoroti
fluktuasi harga pangan. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan
gabah kering giling (GKG) berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP),
sementara bawang putih, daging kerbau impor, dan sejumlah beras melampaui
Harga Eceran Tertinggi (HET).

Badan Pangan Nasional merespons dengan sejumlah langkah strategis, di
antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP),
pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras
dan jagung.

Rakor ditutup dengan penekanan kembali dari Sekjen Kemendagri agar kepala
daerah tidak hanya menunggu data dari pusat, tetapi turun langsung ke pasar
dan menyentuh persoalan masyarakat.

“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi hasil kerja nyata dan kolaborasi.
Pemda harus aktif, cepat, dan responsif,” pungkas Tomsi.

Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini menjadi cermin kepedulian dan
keseriusan daerah dalam menyukseskan program pemerintah pusat, menjaga
daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal secara
berkelanjutan.



Wagub Sultra Dorong Perempuan
Jadi Pilar Perubahan

Kendari, sultranet.com - Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir.
Hugua, M.Ling, mendorong perempuan untuk mengambil peran strategis sebagai
pilar perubahan bangsa. Hal itu disampaikannya dalam acara Pelantikan Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Sultra masa bakti
2025-2030, di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Kendari, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Hugua menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi
besar dalam perjalanan sejarah dan kemajuan peradaban. Ia menyebut
perempuan bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi penentu arah sejarah itu
sendiri.

“Revolusi pertanian yang jadi awal peradaban modern justru lahir dari tangan
perempuan pertama yang menyimpan dan menanam benih. Maka perempuan
adalah penemu peradaban,” katanya yang disambut tepuk tangan hadirin.

[a menambahkan, “Perempuan adalah tiang negara. Sejauh mana perempuan
diberi ruang dan kepercayaan, akan menentukan maju tidaknya suatu bangsa.”

Hugua memastikan Pemprov Sultra siap bekerja sama dengan organisasi
perempuan, termasuk PIM, dalam mendorong program strategis di bidang sosial,
pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, Ketua DPRD Kabupaten
Bulukumba, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi
Kreatif, Ketua Umum DPP PIM, para kepala daerah, Ketua Dekranasda dan Ketua
PKK se-Sultra, serta pimpinan organisasi perempuan dan komunitas lainnya.

Ketua Umum DPP PIM, Lana Koentjoro Togas, S.H., M.H, melantik langsung
pengurus DPD PIM Sultra. Dalam prosesi tersebut, ia menyerahkan bendera
pataka kepada Ketua terlantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, sebagai simbol
dimulainya masa pengabdian.
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Lana mengatakan pelantikan ini adalah bagian dari konsolidasi nasional untuk
memperkuat peran perempuan. la berharap DPD PIM Sultra bisa menjadi contoh
nasional dalam memberdayakan perempuan dari berbagai sektor.

“Kami ingin PIM Sultra jadi teladan nasional. Perempuan harus dilibatkan dalam
pengambilan keputusan, dari rumah tangga hingga kebijakan pemerintahan,” ujar
Lana.

Ia menambahkan, DPD PIM Sultra didominasi oleh perempuan muda. “Ini adalah
investasi penting untuk estafet kepemimpinan di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PIM Sultra yang baru dilantik, Ir. Yusniar Asrina
Afdhal, ST, menyatakan bahwa organisasinya siap langsung bekerja dan
menyentuh isu-isu prioritas, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan,
perlindungan perempuan dan anak, hingga pendidikan dan kesehatan ibu.

“PIM Sultra akan jadi rumah besar bagi semua perempuan yang ingin maju
bersama. Kami siap bergerak, bersinergi, dan berkontribusi,” kata Yusniar.

Dari sisi ekonomi kreatif, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Septriana Tangkary, S.E., M.M, mengajak para pengurus PIM untuk mendorong
perempuan menjadi pelaku utama di sektor tersebut. Ia menyoroti potensi lokal
seperti tenun, kuliner, dan seni pertunjukan sebagai kekuatan ekonomi baru.

“Perempuan punya peran besar. Tidak hanya di rumah, tapi juga di ruang publik
dan ekonomi kreatif. PIM harus jadi motor penggerak,” ucapnya.

Ketua Panitia, Riski E.R. Putri Tombili, S.Si, menambahkan bahwa pelantikan ini
adalah puncak dari perjalanan panjang organisasi. “Hari ini adalah titik awal baru
bagi perempuan Sultra untuk bergerak bersama dalam satu wadah yang solid,”
ujarnya.

Pelantikan DPD PIM Sultra periode 2025-2030 menjadi momentum penting untuk
memperkuat kiprah perempuan dalam pembangunan daerah, sekaligus
menyambut visi Indonesia Emas 2045 dengan kontribusi nyata dari perempuan
yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing.



Wagub Hugua: ASN Harus Pahami
Makna Pancasila

Kendari, sultranet.com - Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua,
M.Ling., menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar
pengelola administrasi, tetapi penggerak pembangunan bangsa. Hal itu ia
sampaikan saat memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemerintah Provinsi
Sultra di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (2/6/2025).

Apel diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan ribuan ASN dari
berbagai instansi. Dalam arahannya, Hugua menyampaikan bahwa apel gabungan
adalah momentum penting untuk memperkuat semangat kebangsaan serta
menyamakan persepsi dalam pembangunan.

“Apel seperti ini bukan hanya sekadar berkumpul, tapi sarana menyampaikan
nilai-nilai kebangsaan dan arah pembangunan. Ini bukan rutinitas, ini momen
yang bermakna,” ujar Hugua di hadapan peserta apel.

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, menurut Hugua, harus
menjadi pengingat bagi ASN akan pentingnya memahami sejarah dan dasar
ideologi bangsa. Ia menyebut momen bersejarah ketika Bung Karno
memperkenalkan Pancasila dalam sidang BPUPKI pada 1945 sebagai titik awal
yang harus selalu dikenang.

“Kalau kita tidak paham sejarah, kita hanya akan kerja administrasi tanpa ruh
kebangsaan. ASN itu bukan hanya pekerja kantor, tapi bagian dari pembangunan
bangsa,” tegasnya.

Hugua juga menekankan pentingnya seluruh ASN memahami visi dan misi
kepemimpinan daerah saat ini, yakni ASR-Hugua. Menurutnya, pembangunan
daerah harus berpijak pada arah yang jelas agar tidak berjalan tanpa tujuan.

“Mulai dari kepala OPD sampai petugas kebersihan, semua harus tahu visi ASR-
Hugua. Kalau tidak, kita hanya sibuk kerja tapi tidak tahu arahnya ke mana,”
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ucapnya.

Menyoroti kinerja anggaran, Hugua mengaku prihatin dengan rendahnya realisasi
anggaran bulan lalu yang baru mencapai 9 persen. Ia meminta seluruh OPD
bergerak cepat mengeksekusi program dan tidak terjebak pada teori.

“Pemerintahan itu bukan soal teori, tapi soal eksekusi. APBD itu harus
menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau uangnya hanya disimpan di bank,
pasar kita lesu, konsumsi juga menurun,” katanya.

Ia menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 20 hingga 30 persen pada
evaluasi bulan Juni mendatang. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya
menunggu, tetapi harus proaktif dalam menjalankan program.

“Kepala OPD harus segera evaluasi dan jalankan program yang bisa dieksekusi.
Masyarakat butuh kita bergerak cepat,” ujarnya menekankan.

Di akhir sambutannya, Hugua berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafal,
tetapi diterjemahkan dalam kerja nyata. Ia ingin seluruh ASN bekerja dengan hati
dan rasa tanggung jawab demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sultra Siap Gaungkan Kejayaan
Pramuka, Pemprov Alokasikan
Anggaran Besar untuk Pembinaan

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali kejayaan Gerakan
Pramuka di daerah. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka
yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan
Pramuka Sultra, melalui Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling, menyampaikan
bahwa pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pilar penting dalam
membentuk karakter dan keterampilan generasi muda.
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“Pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar di
tahun 2025 untuk mendukung program pembinaan pramuka. Ini sebagai bentuk
komitmen kami bahwa membina generasi bangsa bisa ditempuh melalui jalur
kepramukaan,” kata Wakil Gubernur saat menyampaikan sambutan Gubernur
dalam pelantikan Mabida dan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sultra
periode 2024-2029 di Kendari, Sabtu, 3 Mei 2025.

Acara pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Kwartir Nasional
(Kwarnas) Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso dan Sekretaris
Jenderal Kwarnas Mayjen TNI (Purn) DR. Bachtiar, S.I.P., M.A.P. Turut hadir pula
para bupati dan wali kota se-Sultra sebagai Ketua Mabicab, serta jajaran
Forkopimda Sultra.

Dalam sambutannya, Wagub Hugua menyampaikan salam hangat Gubernur
kepada Ketua Kwarnas, seraya mengingatkan kembali bahwa pemilihan Kak Budi
Waseso sebagai Ketua Kwarnas dilakukan di Kendari dalam Musyawarah
Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018.

“Saya meyakini Kakak Budi Waseso akan selalu mengingat Kendari sebagai kota
penuh kesan. Di sinilah beliau dipercaya memimpin gerakan pramuka secara
nasional,” ujar Hugua.

Gerakan Pramuka, kata dia, menjadi harapan pemerintah di tengah tantangan
globalisasi dan potensi disintegrasi bangsa. Ia menegaskan, pendidikan
kepramukaan bukan hanya tanggung jawab moral, melainkan kewajiban
pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2010.

Namun demikian, Wagub menyoroti masih rendahnya kepedulian sejumlah kepala
daerah terhadap pentingnya gerakan pramuka. Karena itu, Pemprov Sultra
menargetkan kebangkitan gerakan pramuka sebagai salah satu prioritas
kepemimpinan saat ini.

“Saya meminta bupati dan wali kota memberi perhatian serius terhadap kwartir
cabang di daerah masing-masing, termasuk mendukung gugus depan di satuan
pendidikan, karena di situlah anak-anak kita langsung dibina dan dididik,”
ujarnya menegaskan.

Gubernur juga meminta agar OPD dan instansi vertikal berperan aktif membina



satuan karya pramuka di lingkungan masing-masing. Tak hanya dukungan
anggaran, peningkatan kapasitas SDM pembina dan pelatih juga menjadi fokus.

“Saya berharap para pelatih dan pengurus pramuka memiliki profesionalisme dan
rasa tanggung jawab yang tinggi, karena di tangan kakak-kakaklah akan lahir
generasi pramuka yang unggul,” ujar Wagub.

Lebih jauh, Pemprov Sultra juga menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah
kegiatan nasional kepramukaan. “Saya meminta Kakak Ketua Kwarda Asrun Lio
untuk berkoordinasi lebih teknis dengan Kwarnas guna mempersiapkan kegiatan
nasional yang bisa digelar di Sultra. Insyaallah gubernur akan beri dukungan
maksimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Sultra Kakak Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sultra atas
dukungan nyata terhadap kegiatan pramuka. la mengatakan, dukungan tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah memandang pramuka sebagai jalan strategis
membina generasi bangsa.

“Gerakan kepanduan telah eksis sejak 1912. Filosofi pramuka digali dari budaya
Indonesia. Bung Karno bahkan menyatukan seluruh organisasi kepanduan
menjadi gerakan pramuka melalui Keppres Nomor 238 Tahun 1961,” kata Asrun
Lio.

[a juga menyampaikan sejarah panjang pramuka, termasuk perannya dalam
perjuangan kemerdekaan hingga menjadi rumah besar pembinaan karakter
generasi muda Indonesia.

“Gerakan pramuka mampu menyatukan bangsa ini di tengah banyaknya
perbedaan kepentingan. Ini potensi besar. Jaringan kita kuat, struktur organisasi
kita sistematis, dan anggota tersebar hingga ke pelosok,” ujarnya.

Kwarda Sultra, kata dia, siap melaksanakan program pembinaan yang selaras
dengan agenda nasional dan daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada
Kwarnas atas perhatian dan bimbingan yang telah diberikan.

“Untuk kakak-kakak pengurus Kwarda yang baru dilantik, mari kita jalankan
tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi. Mari bangkitkan kembali pendidikan
kepanduan di Bumi Anoa,” tutup Asrun Lio.



Pelantikan Mabida dan Kwarda Sultra ini turut disempurnakan dengan agenda
rapat kerja daerah (Rakerda) yang akan digelar pada 4 Mei 2025, untuk
menyusun program kerja tahun 2025 dan 2026. Sebelumnya, telah digelar rapat
teknis pembinaan anggota dewasa serta sidang paripurna penegak dan pandega.



